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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

Menimbang

Mengiragat

a.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR {“l TAHUN 2017
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DiNI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK ) DHARMA MELATI

DESA LOJI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJAL ENGKA

bahwa memperhatikan surat Hepala Taman Kanak-Kanak {TK) DHARMA
MELATI Desa Loji Kecamalan Jafiwangi Kabupaten Majalengks MNomor
AN TKDMY2017  tanggal 23 Januad 2017 perhal  Permohonan
Perpanjangan Iin Operasional, sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Jatiwangi Nomor 421/25-UPTD Peswdidikan tanggal 31 Januarn 2017
serla  berdasarkan  hasil  verfikasl Administrasi oleh  Tim Verifikasi
Penyelenggaraan Pendidikan Anzk Usia Dini (PAUD} Dinas Pendidikan

Kabupaten Majalengka.

bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan b seda sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang peru diterbitkan izin  penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usiz Din {(FAUD) Taman Kanak-Kanak (TK} DHARMA
MELAT] Desa Loji Hecamatan Jafwangi Kabupaten Majalengks yang
ditetapkan dengan Keputisan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Momaor 14 Tahun 1950 tentang Pambentukan Dasrah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Bovita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1950}, sebagaimana telab divbsh dengan Undang-lindang
Nomor 4 Tahun 1568 lemfang Pembenlukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupalen Subang dergan mengubah Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950
lentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Provins
Jiwa Barat (Lembaran Negara Repubdik Indonesia Tahun 1968 Momor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Siem Pendidikan Nasional
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambshan
Lesnibaran Negara Republik indonesia Momar 4301)

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2044 lentang Pemennizhan Daersh
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Megara Republik fndonesia Nomaor 4588), sebagaimana lelah diubah
bederapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomaor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua alas Undang-Undang MNomor 23 Tahum 2014 tentang
Femedintah Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahen 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang ........ o
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Peraluran Pemennlati Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasona!
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Netnor
41.Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Momor  44985)
sebagaimana lelah diubab beberapa kali terakhir dengan Pesaiuran Pemersinlah
Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pamearintah
Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun AM5 Nomor 45, Tambahan Lembamn Negasa
Republik Indonesia Momar 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Unisan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinizh
Kabupaleniola {Lembaran MNegam Republik Indonesia Tahun 2007
MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pesaturan Pemerinlah Momor 41 Tahun 2007 Tenlang Organisasi Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomaor 47540];

Peraluran Pemariniah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambshan
Lombaran Megara Republik Indonesia Nomor 4864),;

Peraturan Pemerintah Momoe 17 Tahun 2010 fentang Pengeloiaan  dan
Penyckenggaraan Pendidikan (Lembgran Negara Republik Indonesia Tahun
210 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerntah Nomor 66 Tabun
2010 tentang Perubahan atas Peraluran Pemedniah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Fengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5157):

Peratluran Menteri Pendidikan Masiona! Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Lsia Dini;

Peraturan Mented Pendidikan dan Kebudayaan Republk Indonesia homor 61
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal {Berita Negare
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana lelah diubah dengan
Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2014 lentang Pendiian Safuan Pendidikan Anak Usia Dini (Besila
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Womor 2 Tahun 2008 Tentang
Uruisan Pemerintah Doersh Kabupalen Majakengka (Lembaran Doaeran
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daeersh
Momor 1};

Pematuran Deersh Kabupalen Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tenlang
Omganisasi Perangkal Daerah Kabupalen Majalengka (Lembaran Doaerah
Kabupalen Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Pemturan Doerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tenlang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahen 2009 Tentang
Omjanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomeor 8).
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Memberikan Zin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDY) Taman
Kanak-Kanak [TK} DHARMA MELATI Desa Loji Kecamalan Jabwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketenfuan sebagai berkub |

1. Mentaali Peraluran Perundang-Undangan yang bedaku;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belsjar Mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mendgikuti petunick dan aturan yang bertaku.

3. Pemyelenggare  berkewsjiban  menyampaikan laporan  teriulis | mengenai
pediembangan lembaga setap bulan kepada Kepala Dinas  Pendidikan
Kabipaten Majalengka;

4. Segala Bsilitas dan kelengkapan yang menjadi syarslkedancaran berdinnya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PALID) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi langgurgjawab YayasanPenyoenggara.

Izin sebagaimana dimakswd dalam diktum EESATU berlaku zelama memenubi
keieniuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila tedjadi pelanogaran lerhadap
kotenisan-katentuan  poefaksanaan  penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TE)
lerzebut, maka izn penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TE] ini akan dicabul.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka kepulusan Kepala Onas Pendidikan
kabupaien Majalengka Nomor 78 TAHUN 2014 tangaal ¥ April 2014 dicabud dan
dinyatakan lidak berlaku.,

Keputusan mi beraku sejak langgal diletapkan dengan  kelenfuan  apabda
dikemudian hari terdapal kekeliruan dan alau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan atau perubahan sebagaimana mestnya.

Ditetapkan di Majalen .

Pada Tanggal 12 Folpiiin S0

KEFALA DINAS PENDIDIKAM
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1. Yth. Bupati Majalengka;

2. ¥ih. Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. ¥ih Kepala UPTD Pendsdikan Kecamalan Jatwangi.



